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ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam politik dan kehidupan publik telah dijamin oleh UUD
1945, UU No. 68/ Tahun 1958, UU No. 7/ Tahun 1984, UU No. 12/ Tahun 2005, dan UU No.
12/ Tahun 2003 tentang pemilu menyebutkan bahwa “Setiap partai politik peserta pemilu
dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk
setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30%. Permasalahan yang diteliti yaitu: 1) Apa saja hak dan kewajiban perempuan
di dalam politik Islam menurut PKS dan PPP?, dan 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan
antara pandangan PKS dengan pandangan PPP tentang hak dan kewajiban perempuan di
dalam politik Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang memilih lokasi di DPW PKS D. 1.
Yogyakarta dan DPW PPP D. I. Yogyakarta. Data dalam penelitian ini diperoleh mulai dari
observasi dan wawancara yang difokuskan pada narasumber sebagai sumber yang
memberikan informasi tentang hak dan kewajiban politik di DPW PKS D. I. Yogyakarta dan
DPW PPP D. I. Yogyakarta. Dalam hal ini dipilih 5 Narasumber yang paling berkompeten
dengan pemberdayaan hak dan kewajiban politik perempuan di partai. Setelah data
terkumpul, lalu data direduksi, disajikan dan diverifikasi, lalu dianalisis secara deskriptif
analitik, dengan proses berpikir induktif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persamaan antara pandangan PKS dengan
pandangan PPP tentang hak dan kewajiban perempuan meliputi: (1) Perempuan memiliki hak
dan kewajiban politik yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi, baik laki-
laki maupun perempuan memiliki kodrat yang berbeda, sehingga keduanya harus mampu
menyeimbangkan antara kehidupan politik dengan kehidupan pribadi sesuai syariah Islam.
(2) Sama-sama memberikan ruang yang luas kepada perempuan untuk memperjuangkan hak-
hak politiknya maupun memenuhi kewajiban politiknya. Hal ini direalisasikan dengan
menetapi peraturan pemerintah untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam pencalonan
anggota parlemen. (3) Kedua parpol tersebut mempunyai wadah perempuan dalam
perpolitikan.Perbedaan antara pandangan PKS dengan pandangan PPP tentang hak dan
kewajiban perempuan meliputi: 1) PKS maupun PPP memandang bahwa perempuan
memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal berpolitik, 2) perlunya wadah khusus
perempuan untuk melakukan pembinaan politik perempuan serta 3) mendukung adanya kuota
30% caleg perempuan. Perbedannya pandangan antara PKS dan PPP yaitu dalam hal: 1)
Pertimbangan dalam memandang hak politik perempuan, 2) Aktivitas khusus perempuan
dalam partai, 3) Hambatan dalam Mewujudkan Hak Politik Perempuan. PKS memandang
hak dan kewajiban perempuan dalam mengurus ranah domestik perempuan, sedangkan PPP
mendukung perempuan untuk mengurus umat. (2) PKS lebih militan terhadap kelompok
mereka, walaupun visi dan misi PKS berkhidmat untuk umat, bangsa dan negara. Hal ini
berbeda dengan PPP yang lebih terbuka untuk mengurus umat dan mendukung perempuan
untuk menduduki jabatan publik. (3) PPP lebih terbuka dalam memberikan peluang bagi
perempuan untuk memenuhi hak-hak politiknya, khsusunya untuk dipilih sebagai anggota
parlemen dan menduduki jabatan publik. Akan tetapi, PKS lebih mendukung perempuan
untuk berkiprah dalam bidang sosial, sehingga pengkaderan perempuan terkesan sekadar
mencari dukungan massa untuk meraih suara tinggi dalam pemilu.

Kata Kunci: Perempuan, Parpol, Kuota 30%, Pemilu, Program, PKS dan PPP.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada
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B. Konsonan Rangkap Karena Syadah ditulis rangkap
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‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila ta’ Marbutah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.
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2. Bila ta Marbutah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

amak ditulis dengan h

RPN

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t

Ukl BlS Ditulis Zakat al-fitr
D. Vokal Pendek
o Fathah Ditulis A
R Kasrah Ditulis I
R Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
1 Fathah + Alif Ditulis A
aa s Ditulis Jahiliyyah
2 Fathah + ya’ mati Ditulis A
(i Ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis I
mS Ditulis Karim
4 dammah + wawu mati Ditulis U
U8 Ditulis Furud
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
1 aSin Ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati Ditulis Au
2 oS58 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda
apostrof (°).

1 il Ditulis a’antum
2 o OSSO Ditulis La’in
syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila kata Sandang Alif + Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sering mendapat sorotan tajam terkait dengan pelaksanaan dan
perlindungan hak—hak asasi manusia. Sorotan tersebut menjadi lebih keras lagi
ketika dibarengi dengan masalah politik. Negara-negara Barat sering mengangkat
isu hak asasi manusia untuk dapat mengintervensi negara yang menurut mereka
belum memberikan perlindungan maupun pelaksanaan hak-—hak asasi sesuai
standar internasional.’ Salah satu permasalahan yang sering disoroti oleh Barat
adalah mengenai hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan
rohani. Segi jasmani dan rohani mempunyai tuntutan-tuntutan yang harus
dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan selamat. Dalam memenuhi tuntutannya
tersebut harus dijaga hak—hak manusia lainnya dalam rangka memenuhi
tuntutannya tersebut, inilah yang dikenal dengan keseimbangan atau harmoni.?
Islam tidak mengenal adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak. Islam pada
dasarnya tidak mengenal adanya perbedaan di antara sesama manusia kecuali atas
dasar ketakwaan kepada Allah dan kebaikan perilaku dalam kehidupan. Islam
memandang semua manusia adalah sama. Perbedaan manusia hanya didasarkan

pada besar kecilnya tagwa.

'Mayer Ann Elizabeth, Islam Tradition and Politics Human Rights (Colorado: Westview
Press, 1995), him. 2.

“Brohi A.K. in Altaf Gauhar, Islam and Human Rights (London: Islamic Council of Europe,
1978), him. 176.



Mengingat hak maupun kesamaan telah diberikan Tuhan kepada manusia
tanpa membedakan jenis kelamin, maka manusia harus bisa melaksanakan hak—
hak asasi tersebut dengan baik dan bertanggung-jawab. Penuntutan hak-hak secara
mutlak akan menyebabkan dilanggarnya hak—hak asasi orang lain. Dengan
demikian, pelaksanaan hak—hak asasi tersebut hurus dibarengi dengan kewajiban—
kewajiban asasi.®

Salah satu isu perempuan yang masih menjadi polemik adalah hak dan
kewajiban perempuan di dalam politik. Perempuan, seperti juga laki-laki adalah
warga negara, dengan hak-hak kewarganegaraan yang sama. Tidak boleh ada
diskriminasi negara terhadap perempuan, seperti juga tidak dibenarkan adanya
diskriminasi karena perbedaan agama, suku, bahasa, kelas ekonomi. Hal ini
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang
universal yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan yang paling fundamental yang
melampaui etnik, budaya, dan agama.

Al-Quran menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum
laki-laki. Kalaupun ada perbedaan, sebagai konsekuensi fungsi dan tugas utama
yang dibebankan Islam adalah untuk saling melengkapi dan tolong menolong dan

supaya bantu membantu sebagaimana firman Allah swt:
Aauall die 25 dale Al W) Al gu y die g dilaie age S Al ) S5 cas
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*Mashood A. Baderin, International Human Rights And Islamic Law (London: Oxford
University Press, 2003), him. 13.
“At-Taubah (9): 7.



Berpijak pada hal tersebut maka sudah sewajarnya jika perempuan
memperjuangkan kesetaraan. Perjuangan kesetaraan perempuan akhirnya juga
harus mengalami revitalisasi. Perjuangan tersebut harus diletakkan dalam konteks
keadilan sosial yang lebih luas, yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk
diskriminasi atas dasar jenis kelamin, suku, agama dan daerah asal. Dalam
konteks ini ketimpangan gender tidak hanya menjadi masalah perempuan, tetapi
juga laki-laki karena majunya perempuan akan berimplikasi pada kemajuan
seluruh masyarakat, laki-laki dan perempuan. Isu kesetaraan perempuan pun
akhirnya merambah pada persamaan hak dan kewajiban perempuan di dalam
ranah politik.

Tampaknya, perjuangan kaum perempuan membuahkan hasil Kketika
undang-undang yang mengatur keterlibatan kaum perempuan dalam politik
kekuasaan berhasil disahkan. Hal ini tercermin dari adanya peraturan kuota yang
ditetapkan pemerintah. Di Indonesia, Undang-Undang 12/2003 tentang Pemilu
menyebutkan bahwa “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah
pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya
30%.” Undang-undang tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan setengah hati.
Sebab, budaya patriarkhi masih mengganjal gerakan feminisme untuk
mewujudkan keadilan di bidang politik bagi kaum perempuan.

Harus disadari pentingnya kesetaraan perempuan dalam politik agar tidak

terjadi bias gender. Karena pada realitasnya bila kebijakan diputuskan oleh

*Nur Azizah, Adovakasi Kuota Perempuan di Indonesia (Yogyakarta: LP3M UMY, 2014),
him. 21.



anggota parlemen laki-laki sering bias gender. Walaupun kondisi itu bukanlah
satu-satunya alasan kuota perempuan itu diperjuangkan. Perempuan harus sadar
bahwa ketika mereka tidak peduli kepada politik, mereka telah menggantungkan
hidup mereka pada keputusan Negara yang sangat bias gender karena diputuskan
oleh laki-laki atau oleh perempuan yang belum sensitif gender.

Kesetaraan perempuan dalam politik tidak hanya dilihat dalam kerangka
formal di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif karena eksistensi politik
terwujud dalam aspek kehidupan bersama pada tingkat lokal dan kepekaan
terhadap masalah yang ada. Berdasarkan asumsi pentingnya kesetaraan
perempuan dan partisipasi perempuan dalam politik maka kaum perempuan
sendiri memang harus berjuang untuk bisa melawan kondisi, sistem sosial
masyarakat, sistem politik, sistem negara dan partai politik yang sangat kental
dengan nilai patriarkhi.

Agenda perjuangan politik perempuan dalam mencapai kesetaraan
perempuan dalam politik adalah bagaimana perempuan bisa memberikan
pengaruh pada panggung politik dengan pendekatan kelembutan, merubah situasi
konflik menjadi agenda perjuangan, mengubah kompetisi menjadi kerjasama dan
selalu mendengarkan keluhan rakyat dan pendapat rakyat dengan rasa keibuannya.
Termasuk juga tetap kritis terhadap pemimpin atau politikus perempuan yang
memang tidak berkualifikasi, atau memberikan pelabelan justru ingin menindas
laki-laki serta pemimpin perempuan yang tidak menjaga komitmen moral.

Perempuan masih berada pada posisi kelas kedua secara sosial maupun

politik. Misalnya kepemimpinan dalam partai politik perlu dilakukan agar dapat



mempermudah mendistribusikan hak-hak politik perempuan dalam struktur
kepartaian. Kepemimpinan perempuan dalam partai politik sebagai pintu masuk
dalam menguasai kekuatan politik secara struktural dan berjenjang dari pimpinan
pusat sampai ke pengurus daerah. Untuk menyiapkan perempuan menjadi politisi
tidak hanya sekedar dibutuhkan sesaat, apalagi hanya sekadar sebagai pelengkap
kuota 30% caleg perempuan dalam mengisi kelengkapan persyaratan administrasi
caleg memenuhi syarat (MS).°

Fikih Siyasah, baik yang menjadi bagian akhir dari banyak kitab Fikih
maupun kandungan dari Kitab-kitab tersendiri, menekankan pembahasan pada
beberapa topik utama: 1) watak dari konsep tentang kekuasaan (khalifah atau
imamah), 2) teori-teori tentang mekanisme penyelenggaraan pemerintahan,
seperti modus suksesi kepemimpinan (ikhtiyar al-lmamah), seperti perwakilan
(ahl al-hall wa al-‘agd), kriteria calon pemimpin dan anggota lembaga
perwakilan, sistem pemberian kontrak sosial politik (ba’yah wa al-mubaya’ah),
dan pemakzulan pemimpin (impeachment).” Selain itu, terdapat pula bagian dari
fikin siyasah yang membahas teori-teori administrasi Negara termasuk
pelimpahan wewenang atau pembagian kekuasaan.

Pembahasan fikih siyasah, khususnya pada masa pramodern, hampir tidak
tidak pernah menyinggung masalah politik perempuan, baik sebagai obyek
maupun subyek politik. al-Mawardi (wafat 1058) yang dikenal sebagai teoritikus

politik Islam terkemuka, umpamanya, tidak ada dalam bukunya al-Ahkam al-

®Aji Deni, Politik Elit Lokal Pemilu, Konflik, Multikulturalisme (Yogyakarta: Naufan
Pustaka, 2014), him. 60.

"Wawan Gunawan Abdul Wahid (ed.), Wacana Figh Perempuan dalam Prespektif
Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah,
2005), him. 41.



Sultaniyyah membahas kriteria gender bagi calon pemimpin. Persyaratan
pemimpin (ahl al-imamah) dalam al-Ahkam sangat berwatak dominasi laki-laki
(masculine culture). Hal ini karena para fugaha pada masa itu adalah laki-laki
sehingga mereka mendominasi wacana politik. Pada masa modern terdapat
beberapa fugaha atau pemikir politik Islam yang menyinggung hak kaum
perempuan dengan menekankan kebebasan perempuan terlibat dalam wilayah
kehidupan publik seperti sosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Sejalan dengan
perkembangan isu global tentang feminisme pada masa kontemporer, maka cukup
banyak pemikir muslim yang membawa pandangan tentang keterlibatan
perempuan dalam kehidupan politik.?

Kebisuan fikih siyasah pramodren mengenai peran perempuan dapat
membawa dua kemungkinan: 1) fikih siyasah tidak memberi ruang bagi
keterlibatan perempuan dalam wilayah politik, 2) ruang keterlibatan politik
perempuan tidak tertutup sama sekali, tetapi keterlibatan tersebut berada pada
budaya dominasi laki-laki yang tidak signifikan untuk dibahas. Sebagai contoh,
fikih siayasah pada kemungkinan pertama menyebut bahwa syarat bagi pemimpin
adalah laki-laki muslim maka itu berarti perempuan. Karena iut secara fikhiyah,
perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Tetapi pada kemungkinan kedua,
perempuan masih mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, tetapi hak itu tidak
dapat diwujudkan dalam kehidupan politik yang didominasi laki-laki.

Pandangan fikih siayasah bahwa perempuan tidak boleh menjadi

pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan al-hadis

81bid., him. 42.



yang menghalangi kaum perempuan menjadi pemimpin. Ayat-ayat tersebut di
antaranya adalah: 1). “Ladll e ¢ gl & Jia 110 yang diartikan “laki-laki adalah
berkuasa atau pemimpin atas kaum perempuan”. Pemahaman subyektif dan
kaku terhadap kedua nas tersebut membawa pandangan diskriminatif dan negatif
terhadap peran kaum perempuan dalam kehidupan politik. Pandangan ini, yang
merupakan akibat pengaruh budaya Arab yang didominasi laki-laki, telah
mendorong perekembangan budaya masyarakat Islam di negeri-negeri Islam
untuk juga membatasi bahkan menutup ruang gerak kaum perempuan untuk
terlibat dalam wilayah kehidupan politik. Sebagai akibatnya, hampir di semua
negeri Islam peran sosial politik kaum perempuan menunjukkan indikator
rendah dan lemah.

Sekarang sudah banyak penafsiran baru terhadap kedua nas tersebut, yaitu
bahwa kata gawwam ‘ala pada ayat al-Qur’an itu tidak boleh ditafsirkan sebagai
dominasi dan monopoli kepemimpinan laki-laki atas perempuan,’® tetapi kata
tersebut mengandung arti, sesuai arti akar kata gawwamun ‘ala mengandung arti
pendukung atau penyanggah atau pendukung kaum perempuan, khususnya dalam
bidang ekonomi sesuai penegasan kelanjutan ayat itu sendiri. Begitu pula, hadis
yang terkesan menutup pintu secara mutlak bagi kaum perempuan untuk menjadi
pemimpin perlu dipahami secara jernih dan mendalam, yaitu dengan memahami
latar belakang (asbab al-wurud) nya. Hadis ini merupakan respons Muhammad

terhadap berita tentang Raja Persia yang ingin mengangkat putrinya sebagai

SAn-Nisa’ (4): 34.
Abdul Halim, Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama Prespektif Heremeneutika Gadamer,
(Jakarta: LP3ES, 2014), him. 70.



pengganti. Salah satu anggapan lebih mendekati kebenaran adalah bahwa
pernyataan Nabi tersebut berdasarkan pada pengetahuan beliau tentang
ketidakmampuan sang puteri untuk mengurusi urusan kenegaraan yang berat dan
kompleks.*

Pemahaman kontekstual seperti itulah, ditambah dengan kenyataan
sosiologis yang ada di Mesir khusunya bahwa kaum perempuan memiliki kualitas
dan kapasitas yang sama dengan kaum laki-laki, yang mendorong ulama seperti
Qasim Amin, Lutfi al-Sayyid, Muhammad al-Gazali, dan guru mereka
Muhammad Abduh di awal abad ke 20 untuk mengisyaratkan bahwa tidak ada
diskriminasi jenis kelamin dalam Islam bagi perta serta umat Islam, baik laki-laki
maupun perempuan, dalam wilayah kehidupan publik, seperti sosial pendidikan
bahkan politik. Muhammad al-Gazali menegaskan bahwa Islam memberi
kebebasan bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam kehidupan sosial (ibadat
ijtima’iyah). Pandangan Abduh bahwa kekuasaan politik adalah kekuasaan
duniawi (al-sultah al-madaniyah), bukan kekuasaan keagamaan (al-sultah al-
diniyah), maka dapat mudah dipahami bahwa tidak ada halangan sama sekali bagi
kaum perempuan untuk terlibat dalam kehidupan politik dalam posisi apa apun.

Dalam pandangan Islam, baik dari prespektif teologi maupun historis,
terdapat persamaan hak, kewajiban dan tanggung jawab sosial politik bagi kaum
laki-laki dan kaum perempuan. Jika ada kesan perbedaan atau diskriminasi, maka
hal tersebut merupakan bias kultural dari budaya dominasi laki-laki yang mencari

legitimasi teologis dengan menampilkan penafsiran subyektif. Perempuan gagal

Ypid.



dalam politik praktis bukan semata karena faktor kapasitas perempuan, tetapi
lebih disebabkan oleh sistem politik oligarki bahkan politik diskriminatif serta
geneologis yang melihat dari manakah seseorang yang akan memimpin sebuah
partai.

Salah satu partai politik di Indonesia yang memberikan perhatian khusus
terhadap hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam adalah PKS.
Perhatian ini dibuktikan dengan dukungan PKS bagi perempuan untuk duduk di
kursi legislatif. Sebagai contoh, pada pemilu 2009 di DPR RI terpilih berdasarkan
sembilan partai besar pemenang pemilu, yang mempunyai jumlah calon legislatif
perempuan paling banyak adalah partai politik PKS, dengan jumlah caleg
perempuan sebanyak 215 sekitar 37,17%."

Partai politik lain yang juga memperhatikan isu terkait hak dan kewajiban
perempuan di dalam politik Islam adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Untuk mengorganisasikan dan mengelola program kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan hak-hak politik perempuan, maka dalam struktur organisasi dan
kepengurusan di dalam PPP pada tingkat pusat (DPP) di bentuk Bidang
Kewanitaan yang membawahi tiga Departeman, yaitu Departemen Pemberdayaan
Wanita, Departeman Jaringan Lembaga Wanita, dan Departeman Pembinaan
Keluarga. Sedangkan dalam struktur organisasi dan kepengurusan di tingkat
wilayah (DPW) juga dibentuk Deputi Kewanitaan untuk melaksanakan tugas dan

tanggungjawab yang sama.

12 Tim Departemen Kaderisasi DPP PKS.2009, Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera.
Bandung : PT Syaamil Cipta Media, him. 32.
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Hal ini berbeda dengan gerakan pemberdayaan perempuan pada organisasi-
organisai Islam atau partai-partai Islam lainnya. Di lingkungan NU misalnya yang
menjadi akar PPP, baru mengakui adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan
dalam seluruh aspek kehidupan setelah 71 tahun (1997) terhitung dari berdirinya
NU (1926) dengan melahirkan maklumat tentang ‘Kedudukan Perempuan dalam
Islam’ pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Lombok Nusa Tenggara
Barat tahun 1997.%

Meskipun maklumat itu Sangat fundamental dalam mendukung gerakan
pemberdayaan perempuan di lingkungan NU, namun tetap diakui masih tampak
bias nilai-nilai patriarki dalam maklumat tersebut, misalnya pernyataan dalam
peran domestik perempuan yang hal itu merupakan kesejatian kodrat perempuan,
seperti sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak. Artinya
pernyataan dalam maklumat itu, pemahaman tentang kodrat perempuan sebagai
ibu dan istri masih bias gender. Namun, setidaknya, maklumat itu telah
menegaskan pengakuan akan kebolehan perempuan berkiprah di dunia publik
yang selama ini dianggap sebagai monopoli laki-laki.

Sementara dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai partai
Islam juga memiliki kaderisasinya melalui 'Wanita Persatuan Pembangunan' yang
berdiri pada tanggal 12 Agustus 1988, yang ingin mewujudkan kader-kader
politik perempuannya untuk berkiprah dalam dunia politik, yang berdasarkan

ketagwaan, ilmu, amal, terampil, tanggungjawab serta sadar akan tugas masing-

3Siti Musdah Mulia, Perempuan Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung:
Mizan, 2005), him. 521-522.
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masing, baik sebagai pribadi maupun sebagai ibu dan istri bagi anak dan suaminya

dengan menekankan pada kesadaran, wawasan dan pendidikan politik.*
Berdasarkan fenomena yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis

berkeinginan kuat untuk melakukan riset tentang “Hak dan Kewajiban Perempuan

di dalam Politik Islam (Studi Komparasi PKS dan PPP)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya
adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam menurut PKS
dan PPP?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan PKS dengan
pandangan PPP tentang hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam
menurut PKS dan PPP.

2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara pandangan PKS
dengan pandangan PPP tentang hak dan kewajiban perempuan di dalam politik
Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa

hal, yakni:

“Tim Penyusun, Hasil Munas | Wanita Persatuan Pembangunan di Jakarta Tanggal 17-19
Maret 2006 (Jakarta: Pimpinan Pusat Wanita Persatua Pembangunan, 2006), him. 13.
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1. Secara ilmiah, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep dan
pandangan PKS dan PPP tentang hak dan kewajiban perempuan di dalam
politik Islam.

2. Secara praktis, menjadi landasan bagi masyarakat khususnya perempuan agar
lebih menyadari hak dan kewajibannya dalam politik serta pentingnya
kesetaraan perempuan dalam politik dan juga diharapkan menjadi sebuah
sumbangan bagi lembaga/institusi, khususnya PKS dan PPP untuk memberikan
kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkiprah di kancah politik di
tanah air.

D. Studi Pustaka

Terdapat beberapa kajian yang sejalur dengan tema penelitian ini. Namun,
dapat dikatakan bahwa obyek tema yang ada pada penelitian ini, yaitu studi
komparasi PKS dan PPP terhadap hak dan kewajiban perempuan di dalam politik

Islam, tergolong baru. Adapun penelitian sebelumnya yang sejalur dengan tema

tersebut diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Nurrahmi NZ dengan judul “Perempuan dan Politik: Suatu

Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Partai Keadilan

Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus: DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota

Medan)”. Penelitian ini mencoba menguraikan tentang rekrutmen politik calon

legislatif perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu tahun 2004.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di partai politik (Partai

Keadilan Sejahtera) cukup tinggi ini bukti terlibatnya perempuan secara aktif

dalam kegiatan partai. Sistem pengkaderan yang ada di PKS terutama pengajian
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dirasakan cukup efektif dilakukan oleh kader dalam merekrut anggota baru, dan
tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan bisa aktif seperti laki-
laki karena pada dasarnya keterlibatan perempuan di PKS didasari oleh kesadaran
diri.”®

Dwi Sunu Priyoko, dengan judul “Peran Politik perempuan dalam
Pelembagaan Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Yogyakarta. Fokus
Penelitian ini sesuai dengan judulnya, adalah pada peran perempuan dalam
pelembagaan partai, yang meliputi identitas nilai, otonomi, dan citra publik. Hasil
penelitian Dwi Sunu Priyoko menemukan: 1) peran politik perempuan dalam
membangun aspek kesisteman diwujudkan dalam bentuk menjalankan rekrutmen
dan penentuan caleg perempuan melalui pemilu internal di setiap masing-masing
bidang. 2) aspek identitas nilai diwujudkan dalam bentuk peran politik perempuan
berlandaskan pada visi/misi dakwah serta memprioritaskannya dalam legislatif
sebagai sarana pengambilan kebijakan. 3) aspek otonomi diwujudkan dalam
bentuk pengembalian keputusan di tingkat bidang kewanitan. Misalnya pemilihan
jabatan ketua dilakukan melalui kedaulatan anggota tanpa intervensi ketua DPW.
4) dalam aspek citra publik diwujudkan dalam bentuk mengangkat isu-isu
kontemporer perempuan melalui advokasi, seminar dan diskusi.

Marzuki melakukan kajian yang berjudul “Keterlibatan Perempuan Dalam
Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad SAW. dan Masa Khulafaur Rasyidin

(Suatu Kajian Historis)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perempuan

Nurrahmi NZ, “Perempuan dan Politik: Suatu Studi Rekrutmen Politik Calon Legislatif
Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus: DPD Partai
Keadilan Sejahtera Kota Medan)”. Skripsi Departemen lImu Politik Fakultas IImu Sosial dan IImu
Politik, Universitas Sumatera Utara Medan 2009.
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di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam secara
umum suram. Perempuan dihina, diperlakukan secara kasar, dan direndahkan
martabatnya, bahkan perempuan dipandang sebagai perwujudan dosa, kesialan,
aib, dan hal-hal lain yang memalukan. Pada masa ini perempuan tidak memiliki
hak politik sama sekali. Islam datang membawa angin segar bagi kaum
perempuan. Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan
mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami
perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan. Pada masa
Nabi Muhammad Saw. kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politis
dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah
Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, berbai’at kepada Nabi saw., dan melakukan
jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama-sama kaum laki-laki. Kaum
perempuan juga aktif memainkan peran-peran politis pada masa Khulafaur
Rasyidin. Ummahat al-Mu 'minin menjadi motor penggerak kaum perempuan
pada waktu itu untuk aktif dalam peran-peran politik tersebut.®

Skripsi karya Ahmad Muhaimin dengan judul “Hak-Hak Politik
Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
D.I Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa
pandangan DPW PPP D.l Yogyakarta yaitu dengan memberikan dasar pada
pemaknaan berpolitik itu sendiri bagi perempuan. PPP memberikan kebijakan-
kebijakan khusus terhadap kader-kader fungsionalnya dengan memperhatikan

pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh AD/ ART PPP, Dewan Syari’ah

®Marzuki, “Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad
SAW. dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)”, Skripsi, Departemen IImu Politik
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2009.
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PPP, UU No. 2 tahun 2008, UU No. 10 tahun 2008, UU No. 22 tahun 2007,
bahwa hak-hak politik perempuan dalam pandangan DPW PPP setidaknya tidak
lebih dari hak kebebasan memberikan suara dan aktif dalam setiap pemilihan
(termasuk Pemilu), memberikan bagi perempuan haknya untuk memilih dan
dipilih serta hak untuk memangku jabatan dan menjalankannya fungsinya dengan
tidak meninggalkan fungsi-fungsi rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya
dan sebagai istri bagi suaminya dan karirnya sebagai kader politik.!’

Berdasarkan studi pustaka di atas, persamaan penelitian ini dengan
penelitian di atas terletak pada kajian tentang perempuan dan politik. Akan tetapi,
penelitian ini akan difokuskan pada hak dan kewajiban perempuan di dalam
politik Islam dengan mengkomparasikan antara PKS dan PPP. Kajian penelitian
semacam ini berbeda dengan studi pustaka di atas, khususnya pada objek
penelitian maupun subjek penelitian.

E. Kerangka Teoretik

Politik pada hakekatnya adalah kekuasaan (Power) dan pengambilan
keputusan, yang lingkupnya dimulai dari instuisi keluarga hingga intuisi formal
tertinggi.® Oleh karena itu pengertian politik pda prinsipnya, juga meliputi
masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya
selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah

dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan atau merebut kekuasaan dari

YAhmad Muhaimin, “Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah
Partai Persatuan Pembangunan D.l Yogyakarta”. Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas
Syari‘ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam. Alih bahasa Zainuddin Adnan (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2005), him. 17.
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tangan laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki.
Tuhan sendiri sengaja menciptakan laki-laki secara berbeda dan perbedaan inilah,
keduanya bisa saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain untuk
selanjutnya bekerja sama membangun kekuatan sinergis. Keinginan ini hanya
akan terwujud manakala laki-laki dan perempuan sudah berada dalam posisi dan
kedudukan yang sama dan sederajat, sehingga tidak ada lagi diskriminasi, saling
dominan, eksploitasi.*
1. Perempuan dan Politik Menurut Islam

Politik (al Siyasah) dalam sistem politik yang demokratis tampak dari
adanya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih para wakil yang
akan mengatur urusan-urusan kehidupan bersama. Demokrasi memungkinkan
setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Hanya saja, selama ini, politik
masih dipandang sebagai dunia laki-laki meskipun secara normatif perempuan
mempunyai hak yang sama dalam politik seperti halnya laki-laki sebagaiman

firman Allah swt:

Osady g Suall e (el g ymall (g by Gramy eyl agaiany Cuiagall s () siasall g
20aSa i Al () 4 agan s Sl gl Al gus )5 ) ) smaday 55 5S 3 () 55 5 sluall
Dalam ayat tersebut dijelaskan antara laki-laki dan perempuan memiliki

hak dan kesempatan yang sama dalam politik. Sebagaimana laki-laki, perempuan

juga memiliki hak mengatur masyarakat umum (wilayah al-am). Mereka

memiliki hak yang sama untuk memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang

YAsma Barlas, Cara Qur’an Membebaskan Perempuan. alih bahasa R. Cecep Lukman
Yasin (Jakarta: Serambi IImu Semesa, 2005), him. 7.
Zat-Taubah (9): 71
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munkar. Perempuan juga boleh menjadi hakim dan penengah konflik. Kemudian
Firman Allah swt:
2L gan 5 aSlal bl 5 5 oS3 530 (s ) sl 3521 () s alllad
Dan Firman Allah swt:
e S e agiliad g Gl (e agi )9 aall g nll (8 agilen g aa) Jlie S a3l
225 i sl

Substansi dari ayat-ayat tersebut adalah Islam memuliakan kedudukan
laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang (equal). Islam menyatakan
tidak ada diskriminasi di antara anak manusia, baik laki-laki maupun
perempuan.”

Secara fitrah setiap manusia (laki-laki dan perempuan) adalah politikus.
Menurut Ibnu Khaldun peranan politik dalam kehidupan kemasyarakatan sangat
penting. Politik merupakan mekanisme yang harus digunakan manusia dalam
mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Melalui politik manusia berusaha agar
dapat bekerjasama untuk memenuhi keperluan pokok dalam rangka
mempertahankan diri. Di samping itu, politik menjaga manusia agar jangan
tenggelam dalam gejolak nafsu yang destruktif.*

Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang
diberikan Islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan
kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan

dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, Islam tidak memandang identik

“al-Hujurat (49): 10.
22al-Isra’ (17): 70.

2 Ibid.

#bid., hlm. 68-69.
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atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah
menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan
merugikan perempuan. Islam juga menggariskan prinsip kesetaraan antara laki-
laki dan perempuan, tetapi tidak persis sama atau identik. Kata ‘“kesetaraan”
(equality) telah memperoleh semacam kesucian, karena kata-kata ini telah
mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi.?

Pembicaraan tentang perempuan dan hak asasi manusia, baik yang
berkaitan dengan konsepnya maupun implementasinya semakin marak. Hal ini
tidak dapat dilepaskan dari pengaruh global yang dimotori dunia Barat, terutama
pengaruh dari gerakan Women Liberation. Tetapi karena gerakan tersebut lebih
didasarkan pada paradigma feminisme eksistensialisme, yang merupakan derivasi
dari liberalisme ragdikal, maka tidak jarang kalangan bangsa-bangsa Timur
terutama umat Islam menaruh curiga terhadap gerakan tersebut.

Namun, seperti pemerintahan Kuwait di tahun 2003 lalu telah
mendeklarasikan bahwa kaum perempuan di negaranya, diijinkan mengikuti
pemilu (baik hak memilih dan dipilih), inilah ‘revolusi penting’ yang terjadi di
Negara Timur Tengah sebagai respon terhadap tuntutan demokratisasi, sekaligus
mengakhiri penindasan dan pengingkaran tehadap hak-hak dan kewajiban politik
perempuan. Kebijakan pemerintah kuwait ini tentu lebih maju daripada misalnya
Arab Saudi, Oman, Qatar, Baharain dan Brunai Darusalam yang sejauh ini belum
mengakui hak-hak dan kewajiban politik perempuan, bahkan belum mengijinkan

berdirinya partai politik.

®Marzuki, “Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad
SAW. dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)”, Skripsi Departemen IImu Politik
Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan 2009.



19

Agama Islam diturunkan Allah untuk menjawab persoalan manusia baik
dalam skala mikro maupun mikro. Manusia menjadi khalifatu-Allah fil ar Ard
diberi tanggungjawab untuk melaksanakan ajaran agama dalam segala aspek
kehidupan. Sebagaimana dalam al-Qur’an di katakan:

pe Dl 5 dnka s g Aipaild (e se g8 5 (5l S3 (e lad dia e (4
P sl )5S Gua baa s

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaannya,
ajaran agama sebagai pesan-pesan langit perlu penerjemahan dan penafsiran.
Agar membumikan ajaran-ajaran langit kepada manusia. Di dunia ini, agama
harus dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial,
ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak melulu
dalam tataran normatif.

Perempuan mempunyai peranan yang besar dalam dunia politik. Peranan
(role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, dia
menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang
berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa
peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-
kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.?’

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan
menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-

perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan

%An-Nahl (16): 97.
?’Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
him. 213.
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perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekolompoknya. Hubungan-
hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara
peranan-pernanan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma
yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan
posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat
merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi
masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuian diri, dan
sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat
serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu
sebagai berikut :*®
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan-peraturan  yang membimbing seseorang dalam  kehidupan
kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Berkaitan dengan pesoalan hak dan kewajiban politik perempuan, ternyata
masih tampak dalam cara berpikir sebagian orang Islam dengan tetap
mempertahankan teks-teks agama seperti apa adanya, bahkan ada sebagian

lainnya yang membatasi diri pada produk-produk pemikiran ulama mujtahid

2 pid.
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tertentu dan menolak pikiran-pikiran luar ulama lainnya. Sering kali gugatan
terhadap teks fikih dan upaya membongkar warisan intelektual klasik dipandang
sebagai kesombongan intelektual dan menyalahi akar-akar tradisi. Ini tentu saja
sebuah hegemoni, sekaligus juga ironi dalam prespektif pemikiran ilmiah. Cara
pandang yang masih tertutup, intoleran, kaku dan radikal ini tentu saja
bertentangan dengan semangat al-Qur’an yang selalu mengajak manusia untuk
berubah, tidak stagnan, tidak rigit dan tidak statis, karena perubahan sunnatullah.
Maka memperlakukan fikih sebagai sebuah ideologi berarti mempersamakannya
dengan sumber fikih itu sendiri, yaitu al-Qur’an. Dengan demikian, relevan
Kiranya jika Ibn Qayyim, memperingatkan bahwa:
Janganlah anda terpaku pada teks-teks yang dikutip dalam kitab-kitab
sepanjang hidup anda. Jika orang luar daerah anda menemui anda untuk
menanyakan suatu persoalan, (meminta fatwa hukum) maka tanyailah dulu
tradisinya. Sesudah itu barulah anda putuskan berdasarkan analisis anda
terhadap tradisinya dan bukan berdasarkan tradisi daerah anda dan apa
yang terdapat dalam kitab-kitab anda. Para ulama mengatakan bahwa ini
adalah kebenaran yang jelas. Sikap statis dengan tidak melakukan analisis
sosiologis dan tetap memberikan keputusan berdasarkan teks-teks yang ada
dalam buku-buku adalah kesesatan dan tidak memahami maksud para
ulama Islam, dan generasi muslim awal.?®
Selain memahami konteks sosiologis seperti yang dikemukan Ibn al-
Qayyim di atas, ada satu hal yang perlu dijadikan paradigma berpikir, yaitu al-
Qur’an dan sunnah haruslah diyakini memiliki tujuan-tujuan kemanusiaan yang
universal, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan bijaksana. Prinsip-

prinsip inilah yang harus menjadi dasar dan substansi dari keseluruhan persoalah

fikih.

Plbn Qayyim al-Jauziyah, ‘I lam al-Muwaqqim an Rabb al- ‘4lamin (Kairo: al-Maktabah
al-Kulliyah al-Azhariyah, t.t), 111:78.
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Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat ditegaskan bahwa agama
memiliki komitmen terhadap hak-hak asasi manusia. Seperti misalnya yang
terdapat dalam al-An’am [6]:151, al-Hujurat [49]: 13, al-Maidah [5] : 2, dan 8, al-
Bagarah [2]: 188 dan 256. Dengan demikian, sistem keagamaan yang bersifat
diskriminatif dalam berbagai dimensinya-ras, agama, gender, etnis, dan
sebagainya — tidak memiliki relevansi dengan Islam harus ditolak.

Persoalan peran publik perempuan sebenarnya telah menjadi agenda
perbincangan yang intens sejak periode pertama dari perjalanan hukum Islam. Di
mana periode ini biasa disebut dengan era reformasi hukum Islam. Pada masa ini
hukum Islam dikenal sangat fleksibel dan sangat adabtif terhadap suatu
lingkungan dan perkembangan masyarakat ketika itu, dan karena itu pula periode
ini dikenal sebagai periode yang kreatif dalam sejarah hukum Islam. Sebagai
contoh adalah perdebatan ulama mengenai peran perempuan dalam peradilan.
Jumhur ulama—Maliki, asy-Syafi’i, dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan
tidak boleh menjadi hakim secara mutlak. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat
bahwa perempuan boleh menjadi hakim, akan tetapi dalam kasus-kasus perdata,
dan tidak boleh dalam kasus-kasus pidana. Sementara at-Tabari berpendapat
bahwa perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak (baik kasus perdata
maupun pidana).

Al-Mawardi (wafat 1058) yang dikenal sebagai teoritikus politik Islam
terkemuka, umpamanya, tidak dalam bukunya al-Ahkam al-Sultoniyyah
membahas Kkriterium jender bagi calon pemimpin. Persyaratan pemimpin (ahl al-

imamah) dalam al-Ahkam sangat berwatak kelaki-lakian. Hal ini mungkin
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disebabkan oleh dominasi dan monopoli kaum laki-laki dalam kehidupan politik
dan pengaruh dari kebudyaan Arab yang menampilkan watak dominasi laki-laki
(masculine culture), selain, tentu, karena para fugaha pada masa itu adalah laki-
laki, sehingga mereka mendominasi wacana politik. Kriteria Pemimpin menurut
al-Mawardi 1) Adil, 2) Memiliki kapasitas intlektual untuk memutuskan masalah
hukum, 3) Memiliki indera yang sempurna, 4) Memiliki anggota badan yang
sepurna atau anggota badan berfungsi dengan baik, 5) Memiliki kemampuan
intelektual dalam masalah politik yang baik dan dapat menghadirkan maslahah,
6) Memiliki keberanian atau kekuatan, untuk melaksanakan, perlindungan dan
memerangi musuh, 7) Memiliki darah Qurais.*® Seperti Qasim Amin, Luthfi al-
Sayyid, Muhammad Al-Ghazali, dan guru mereka Abduh di awal abad
keduapuluh untuk mengisyaratkan bahwa tidak ada diskriminasi jenis kelamin
dalam Islam bagi peran serta umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan,
dalam wilayah kehidupan publik, seperti sosial, pendidikan bahkan politik.
Qasim Amin (wafat 1908) telah mendorong gerakan emansipasi dan liberasi
perempuan atau ‘“keperempuanan revolusioner”. Qasim Amin dan Muhammad
Al-Ghazali menegaskan bahwa Islam memberi kebebasan bagi kaum perempuan
untuk terlibat dalam kehidupan sosial yang dipandangnya sebagai ibadat sosial.
Pandangan Abduh bahwa kekuasaan politik adalah kekuasaan duniawi, bukan
kekuasaan keagamaan, maka dapat mudah dipahami bahwa tidak ada halangan
sama sekali bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam kehidupan politik dalam

posisi apa apun.

%Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah,
(Beirut: Dar- Kutub al-Ilmi’yyah, 2016), :1 6.
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Demikian juga mengenai perdebatan ulama seputar hak dan kewajiban
politik perempuan. Berbagai macam pendapat yang diberikan para ulama dalam
menyikapi peran perempuan dalam politik. Adapun yang sering diperdebatkan di
antaranya adalah hak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan, hak untuk
dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, dan hak untuk memegang
jabatan publik dan menjalankan fungsinya.

2. Representasi Politik Perempuan

Hanna F. Pitkin melalui bukunya The Concept of Representation,
menuangkan gagasan/teori representasi politik yang melibatkan “election’ atau
pemilihan sebagai lembaga yang utama di dalam pemerintahan perwakilan.
Suzzane Dovi yang mengungkapkan bahwa representasi politik kini bukan lagi
sebuah konsep terbatas yang hanya berbicara tentang pejabat-pejabat yang dipilih
(atau ditunjuk) dalam sebuah negara nasional.**

Menurut Vieira dan Runciman, ketika berbicara mengenai representasi
maka ada tiga konsep yang mengikutinya 1) pictorial representation, mereka yang
dipilih untuk mewakili harus menyerupai yang diwakilinya. 2) theatrical
representation, wakil yang terpilih harus menafsirkan, berbicara dan bertindak
untuk pihak yang diwakilinya. 3) juridical representation, wakil yang terpilih
harus bertindak atas nama yang diwakilinya dengan persetujuan demi kepentingan

bersama.*?

%1 Suzzane Dovi, Political Representation, dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy,
(Stanford University Press, 2011), him. 6.

%2 Nuri Suseno, Representasi Politik : Perkembangan dari Ajektiva ke Teori, (Depok :
Puskapol FISIP Ul, 2013), him. 6
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Representasi politik membantu memecahkan permasalahan negara modern
melalui pendelegasian atau dengan mempercayakan sejumlah kecil orang anggota
majelis permusyawaratan untuk mengangkat kepentingan-kepentingan mereka
dan membuat keputusan-keputusan (wakil terpilih yang membuat keputusan).*®
Berbicara tentang demokrasi ataupun representasi tidak akan terlepas dari
pembicaraan tentang pemilihan (election). Pemilihan memiliki sisi aristokrasi
karena mengangkat yang superior. Pemilihan memenuhi prinsip representasi
sekaligus prinsip identitas. Prinsip identitas inilah yang membedakan antara
representasi dengan demokrasi.>*

Kesamaan identitas akan menghilangkan perbedaan di antara para wakil
yang dipilih atau orang yang memerintah (the ruled) dengan para pemilih atau
orang yang mematuhi perintah. Namun, perbedaan dalam hal fungsi tetap ada.
Pemilihan (election) memiliki unsur demokratis karena memberi warga negara
kesempatan yang sama untuk bersuara dalam mengangkat atau mengganti para
wakilnya. Pemilihan juga memiliki sifat aristokrasi karena wakil yang dipilih
tidak dapat sama dengan konstituennya karena memang ada individu atau
kelompok yang memang memiliki kelebihan tertentu.*®

Nuri Suseno menguraikan ada tiga ciri penting perwakilan yang demokratis
menurut Castiglione dan Warren; 1). Perwakilan berbentuk hubungan principal-
agent yang berbasis teritorial dan bersifat formal. Ini menjadi dasar pemerintahan
yang responsif terhadap kepentingan rakyatnya. 2) Perwakilan berada di wilayah

kekuasaan politik yang bertanggung jawab dan akuntabel dengan memberikan

* bid., him. 52-56.
* bid., him. 66-67.
* 1bid.
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kesempatan kepada rakyat untuk dapat memengaruhi dan melakukan kontrol. 3)
Hak untuk memilih para wakil sebagai bentuk persamaan politik.

Gerakan perempuan dan teori politik feminis telah memberikan peran
terhadap perubahan yang terjadi dalam representasi. Di Indonesia, kecenderungan
memahami representasi politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan
masih terbatas pada kehadiran perempuan dalam politik formal saja. Upaya
tersebut dilakukan dengan adanya kebijakan afirmasi melalui kuota untuk
memenuhi jumlah keterwakilan perempuan di partai politik maupun parlemen.
Tolak ukur keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia hanya pada kuota
30%, maka masih terjadi ketidaksetaraan politik. Pemberlakuan sistem kuota
untuk perempuan dalam rangka peningkatan angka keterwakilan politik
perempuan baik di partai politik maupun parlemen masih menjadi paradoks.*
Artinya, keinginan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan bertolak
belakang dengan perilaku partai politik sendiri, termasuk PKS maupun PPP.

Rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam struktur partai politik dan
parlemen, bukanlah akibat keterbatasan aspek ekonomi dan tingkat pendidikan
perempuan saja. Namun, rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam politik
sebenarnya dipengaruhi oleh begitu banyak faktor baik itu faktor budaya patriarki,
ekonomi, dan sosial politik. Representasi politik perempuan dalam pemilu tidak
cukup hanya dilihat dari pemberlakuan sistem kuota bagi perempuan hanya untuk
memenuhi daftar caleg ataupun patuh terhadap undang-undang yang

mengharuskan angka 30%, tetapi harus juga melihat bagaimana perempuan-

% bid., him.135.
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perempuan terpilih ini bisa mewakili kepentingan kelompok-kelompoknya.
Representasi politik perempuan harus diukur dari apakah perempuan-perempuan
terpilih yang duduk di parlemen benar-benar menyuarakan dan memperjuangkan
kepentingan perempuan, atau justru terjebak dalam dominasi maskulinitas tanpa
bisa melawan.*’

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field
research). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari dokumentasi
DPW PKS DIY dan DPW PPP DIY, kemudian dikonsultasikan dengan pihak
yang berkompeten tentang masalah hak-hak politik perempuan, lalu
dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab tujuan penelitian.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis
data yaitu: a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Dokumentasi
DPW PKS DIY dan DPW PPP DIY, serta narasumber yang diwawancarai, dan b)
Data sekunder, yaitu semua informasi yang berkaitan dengan dinamika
perpolitikan perempuan, baik berupa buku-buku penunjang, kitab-kitab, undang-
undang, pendapat para tokoh dan sebagainya.

2. Subjek dan objek penelitian
a. Subjek Penelitian
Subjek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih informan untuk

dijadikan “key informan” di dalam pengambilan data di lapangan. Dengan

%7 Aji Deni, Politik Elit Lokal, him. 88
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demikian, subjek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan
masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian. Adapun
informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi ia harus mempunyai
banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini
yang menjadi subyek penelitian adalah pengurus DPW PKS DIY dan DPW
PPP DIY.
b. Objek Penelitian
Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah
fenomena yang menjadi topik dari penelitian ini yaitu tentang pandangan hak-
hak politik perempuan dan kewajiban perempuan yang meliputi konsep DPW
PKS DIY dan DPW PPP DIY tentang partisapasi perempuan dalam politik,
program kegiatan yang dilakukan serta faktor-faktor pendukung dan
penghambat DPW PKS DIY dan DPW PPP DIY.
3. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan ini
digunakan untuk melihat sejauh mana aturan-aturan kedua partai dalam
memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk menggunakan hak
dan kewajibannya di dalam politik Islam.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Wawancara
Bentuk wawancara yang dilakukan meliputi wawancara bebas terpimpin,
yaitu tanya jawab dengan bebas berdasarkan interview guide (pedoman
wawancara). Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan kepada informan
penelitian, yaitu pengurus DPW PKS DIY dan DPW PPP DIY, Pengurus
Deputi Kewanitaan, serta kader politik perempuan DPW PKS DIY dan DPW
PPP DIY. Metode wawancara ini digunakan untuk mencari data tentang: 1)
konsep DPW PKS dan DPW PPP dalam politik perempuan dan 2) Program-
program kegiatan yang dilakukan oleh DPW PKS DIY dan DPW PPP DIY dan
sumbangsihnya terhadap partai dan masyarakat.
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan dokumen-
dokumen sebagai data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat
kabar, majalah dan lain sebagainya. Dengan cara ini penyusun mengetahui
langsung catatan penting yang ada di DPW PKS dan DPW PPP, baik mengenai
sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur oganisasi parpol, kondisi parpol, serta
bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DPW PKS dan DPW PPP
terutama dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan maupun
melaksanakan kewajiban perempuan di dalam politik.
5. Teknik analisis data
Menurut proses, sifat dan analisis datanya, penelitian ini termasuk ke dalam
penelitian  deskriptif yang bersifat eksploratif vyaitu yang bertujuan

menggambarkan keadaan atau status fenomena. Tahap analisis data merupakan
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tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Penelitian
ini bersifat deskripsi kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan
pandangan DPW PKS dan DPW PPP tentang hak-hak dan kewajiban perempuan
di dalam politik Islam. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan
menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu
analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh di lapangan disajikan
dalam bentuk narasi.

Proses analisis datanya menggunakan tiga sub proses yang saling
berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau
verifikasi. Melalui reduksi data yang meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan
dan rekaman wawancara dan observasi di lapangan diringkas dan disederhanakan,
diberi tanda dan dikelompokkan. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam
bentuk gabungan informasi dan ringkasan serta sinopsis terstruktur dengan
menggunakan teknik penalaran atau berpikir secara induktif yaitu dengan cara
berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik ke
generalisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan
verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang
terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini secara jelas akan membahas beberapa masalah yang

dikelompokkan ke dalam lima bab, yaitu:
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Bab Pertama, sebagai pendahuluan, bab ini akan menguraikan tentang latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan
menjelaskan tentang gambaran umum Partai Keadilan Sejahtera yang berisi
tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, Kemudian diulas tentang politik Partai
Keadilan Sejahtera, hak dan kewajiban Perempuan didalam politik Islam menurut
Partai Keadilan Sejahtera.

Bab Tiga, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka bagian ini akan
menjelaskan tentang gambaran umum Partai Persatuan Pembangunan yang berisi
tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, kemudian diulas tentang politik Partai
Persatuan Pembangunan, hak dan kewajiban Perempuan didalam politik Islam
menurut Partai Persatuan Pembangunan.

Bab Empat, sebagai analisis, maka bab ini akan menjelaskan persamaan
antara pandangan Partai Keadilan Sejahtera dengan pandangan Partai Persatuan
Pembangunan tentang hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam, dan
juga menjelasakan pandangan kedua partai tentang perbedaan hak dan kewajiban
perempuan di dalam politik Islam.

Bab Lima, adalah penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-

saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan
Setelah melihat paparan dari data yang ada, lalu dianalisa untuk
memperoleh jawaban dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan
bahwa hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam menurut PKS dan
PPP adalah sama dengan laki-laki. Perempuan berhak untuk memilih dan
dipilih dalam pemilu serta dapat menduduki jabatan publik. Akan tetapi,
dalam pelaksanaannya perempuan harus mempertimbangkan berbagai faktor,
khususnya syariah agama. Perempuan yang ingin berpolitik aktif juga
berkewajiban untuk mendapatkan izin suami karena perempuan juga memiliki
kewajiban pribadi untuk mengurus keluarga. Perempuan yang ingin berpolitik
wajib untuk menyeimbangkan antara urusan keluarga dengan urusan karir
politik. Oleh karena itu, PKS lebih mendukung perempuan untuk terjun dalam
aktivitas sosial dibanding berpolitik praktis. PPP dalam hal lebih longgar dan
mendukung perempuan untuk berpolitik dan maju sebagai anggota parlemen
maupun menduduki jabatan publik seperti Bupati dan Wakil Bupati.
Sayangnya hal ini tidak diimbangi pengkaderan perempuan secara optimal.

Lain halnya dengan pengkaderan PKS yang jauh lebih intensif, tetapi kader-
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kader yang ada terkesan lebih dikhususkan untuk mencari massa perempuan
ketimbang mengisi kursi parlemen maupun jabatan publik lainnya.

Persamaan antara pandangan PKS dengan pandangan PPP tentang hak
dan kewajiban perempuan meliputi: (a) Perempuan memiliki hak dan
kewajiban politik yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi,
baik laki-laki maupun perempuan memiliki kodrat yang berbeda, sehingga
keduanya harus mampu menyeimbangkan antara kehidupan politik dengan
kehidupan pribadi sesuai syariah Islam. (b) Sama-sama memberikan ruang
yang luas kepada perempuan untuk memperjuangkan hak-hak politiknya
maupun memenuhi kewajiban politiknya. Hal ini direalisasikan dengan
menetapi peraturan pemerintah untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam
pencalonan anggota parlemen. (c) Kedua parpol tersebut mempunyai wadah
perempuan dalam perpolitikan.

2. Perbedaan

Perbedaan antara pandangan PKS dengan pandangan PPP tentang hak
dan kewajiban perempuan meliputi: @) PKS maupun PPP memandang bahwa
perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal berpolitik, b)
perlunya wadah khusus perempuan untuk melakukan pembinaan politik
perempuan serta c¢) mendukung adanya kuota 30% caleg perempuan.
Perbedannya pandangan antara PKS dan PPP yaitu dalam hal: a)
pertimbangan dalam memandang hak politik perempuan, b) aktivitas khusus

perempuan dalam partai, ¢) hambatan dalam mewujudkan hak politik
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perempuan. PKS memandang hak dan kewajiban perempuan dalam politik

dari sudut pandang syariah Islam, sedangkan PPP memandang hak dan

kewajiban perempuan dalam politik berdasarkan pertimbangan rasionalitas
akal dan teologis. Aktivitas khusus perempuan di dalam PKS lebih
menonjolkan pada peran-peran perempuan dalam persoalan sosial dan
keagamaan guna menguatkan peran domestik perempuan, sedangkan aktivitas
perempuan dalam PPP lebih menonjolkan pada peran keumatan. PKS
memandang pelaksanaan hak dan kewajiban perempuan dalam politik
terhambat oleh kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri
yang senantiasa harus meminta ijin dari suami. PPP memandang pelaksanaan
hak dan kewajiban perempuan dalam politik terhambat oleh kapasitas
perempuan itu sendiri serta masih adanya dominasi laki-laki.

B. Saran

1. Kepada pengurus PKS maupun PPP diharapkan lebih intensif dalam
melakukan pengkaderan perempuan serta memperjuangkan hak-hak politik
perempuan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan edukasi politik
perempuan sejak dini dengan menyasar pada kaum remaja.

2. Kepada pengurus PKS maupun PPP diharapkan dapat membangun
kesadaran politik bagi perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan capability building perempuan aktifis-aktifis perempuan
terutama dengan peningkattan skill (kemampuan berpolitik) sebagai bekal

untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat publik.
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3. Bagi para mahasiswa yang tertarik melakukan penelitian serupa dapat
melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lainnya,
misalnya metode kuantitatif, atau menggunakan metode penelitian campuran
antara kuantitatif dengan kualitatif. Penelitian serupa juga dapat dilakukan
dengan membandingkan parpol yang berbeda, sehingga hasil penelitian

tersebut dapat melengkapi penelitian seruapa yang lebih dulu dilakukan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJIEMAHAN

No

Him

Fn

Terjemahan

BAB |

Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan
Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-
orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan
mereka) di dekat Masjidil haram (Hudaibiyah), maka selama
mereka berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah
menyukai orang-orang yang bertakwa.

10

Laki-laki adalah berkuasa atau pemimpin atas kaum
perempuan

17

22

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
Mereka menuyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari
yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh
Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

17

23

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu besaudara, karena itu,
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisin) dan
bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

17

24

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan
Kami angkut mereka di daratan dan di laut, dan kami beri
mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka
yang sempurna.

20

29

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri
balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjakan.

BAB Il

33,

39

3,13

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu
saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah
Maha Mengetahui, Mahateliti.

37

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah)
mukanya, dan dia sangat marah. la menyembunyikan dirinya
dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang
disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya
dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya




ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya
apa yang mereka tetapkan itu.

38

10

Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup
ditanya, karena dosa apakah dia bunuh.

41

16

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian
yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada
apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.

41

17

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu
(menjadi) manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-
tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dan jenismu sendiri.

42

18

(Apakah kmu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah
orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan
berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan
mengharapkan rahmat Tuhannya?. Katakanlah : “Adakah sama
orang-orang yang tidak mengetahui?”. Sesungguhnya orang
yang berakallah yang dapat menerima.

44

20

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit
atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

52

33

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab
itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka
di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika
mereka menta’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha Besar.

BAB
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35

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan
untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

72

36

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah)
mukanya, dan dia sangat marah. la menyembunyikan dirinya
dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang
disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya
dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya
ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya




apa yang mereka tetapkan itu.

72

37

Dan berepenganglah kamu semuanya kepada tali (agama)
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan
ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyyah)
bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu,
lalu menjadilah kamu kamu karena ni’mat Allah orang-orang
yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka,
lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu
mendapat petunjuk.

74

42

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan Kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di
antara kamu. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha
mengenal.

101

93

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,
sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari
yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh
Allah, Sungguh Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

102

94

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir.
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Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak
perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ‘“Hendaklah
mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. “Yang
demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga
mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha pengampun, Maha
Penyayang.

102

96,

99

Wabhai istri-istri  Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-
perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah
kmau tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara
sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya,
dan ucapkan perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap
dirumahmu dan janganlah kamu berhiasa dan bertingkah laku
seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu.

102

97

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua
perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata,
“Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi
balasan sebagai imbalan atas (kebaikan) mu memberi minum
(ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia
menceritakan kepadanya kisah  (mengenai dirinya), dia
berkata, ““ Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari




orang-orang yang zalim itu.”

10 102 | 98 | Janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan perempuan karena
yang ketiganya adalah Setan.

11 104 | 100 | Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beiman, maka pasti akan Kami
beikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri
balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjakan.

12 104 | 101 | Sesungguhnya setiap agama itu ada akhlaknya dan akhlak
Islam adalah malu.

13 104 | 102 | “... dan laki-laki tidak sama dengan perempuan...”

BAB
AV
1 123 9 | Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,

sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari
yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh
Allah, Sungguh Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.
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INSTRUMEN HASIL WAWANCARA

: Bagaimana sejarah pendirian PKS?
. Pertama-pertama yang perlu diketahui adalah bahwa PKS lahir dari gerakan
Tarbiyah. PKS di masa awal kelahirannya tahun 1998 dikenal resmi dengan
nama Partai Keadilan tanpa kata sejahtera yang populer dengan nama
singkatan PK. Pada mulanya PKS lahir sebagai bentuk respon politik
sekelompok umat Islam dalam menghadapi perubahan sosial politik di
Indonesia yang terjadi secara cepat dan mendadak sehingga hasil
mengahasilkan muculnya zaman baru yang disebut dengan era reformasi. PKS
mengikuti Pemilu Pada tahun 1999 dan berubah nama menjadi PKS tahun
2003.
: Apa Visi dan Misi PKS?
> untuk periode 2015-2020, PKS memiliki Visi menjadi Partai Dakwah yang
kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa, dan negara. Sementara Misi
PKS adalah untuk:
Meningkatkan kontribusi partai dalam penetapan kebijakan publik yang
berpihak kepada permasalahatan umat, bangsa dan negara
Meningkatkan peran partai sebagai pelopor pelayanan, pemberdayaan dan
pembelaan terhadap keperntingan masyarakat.
Mengokohkan solidaritas partai agar mampu menjalankan fungsi edukasi,
advokasi, kaderisasi kepemimpinan lokal dan nasional.
Meningkatkan pertumbuhan kader dan mengokohkan integritas, aksetibilitas,

profesionalitas, berbagai sektor pegabdian.

: Bagaimana PKS ini memandang hak-hak politik perempuan?

: Perempuan PKS mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan antara
perempuan dan laki-laki dalam politik maupun kepemimpinan publik. Pada
dasarnya sama, laki-laki punya kewajiban-kewajiban politik, perempuan juga

punya.
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: Bagaimana pandangan PKS tentang hak memberikan suara dan aktif pada
setiap pemeilihan bagi perempuan.

Di PKS, kami komitmen berusaha untuk memenuhi kuota 30%, karena
sangat mendukung perempuan untuk aktif. Bagi kami itu sangat penting
apalagi dengan kiprahnya perempuan di politik kami yakin perempuan juga
dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan Negara, sesuai dengan bidang
masing-masing, karena selama ini ada permasalahan anak-anak, keluarga,
yang bisa diperjuangkan perempuan dan memang membutuhkan perena

perempuan.

: Bagaimana pandangan PKS tentang hak perempuan untuk memilih dan
dipilih pada setiap pemilihan?

: PKS memang berkomitmen agar perempuan juga diberi hak yang sama untuk
dipilih sebagai anggota legilslatif. Karena itu, perempuan diberikan hak yang
sama untuk memilih dan dipilih pada setiap pemilihan. Terpilihnya perempuan
tetap didukung oleh PKS. Untuk itu, PKS juga menyampaikan ke masyarakat
tentang pentingnya hak perempuan untuk memilih dan dipilih pada setiap

pemilihan.

: Bagaimana pandangan PKS tentang hak perempuan untuk memangku
jabatan publik dan menjalankan fungsinya?

: Boleh, dan itu sangat dibutuhkan, dengan permasalahan yang ada, peran
perempuan dibutuhkan. Tidak ada persoalan, laki-laki dan perempuan
mempunyai modal yang sama/ kemampuan yang sama melaksanakan
tugasnya. Tapi jabatan tertentu, dalam jabatan/ kepala pemerintahan

diutamakan laki-laki.

: Apa saja faktor yang menjadi pendukung terhadap hak-hak perempuan dalam
politik?

. Diberbagai persoalan yang ada harus diperjuangkan untuk kesejahteraan
perempuan dalam segala hal, jadi dibutuhkan pendorong, dan pendukung
utama. Sebagai contoh, perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan
dalam rumah tangga dan kesejahteraan yang belum didapatkan perempuan.

Karena itu, PKS berupaya untuk mendukung tercapainya kesejahteraan
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perempuan, sehingga mereka juga dapat menggunakan hak-hak politiknya

dengan optimal.

: Apa saja faktor yang menjadi penghambat terhadap hak-hak perempuan
dalam politik?

: Hambatannya itu diantaranya keluarga, dan secara internal memang tidak
minat terjun berpolitik. Selain itu, juga ada hambatan teknis seperti perempuan
itu belum begitu maksimal membagi waktu. Belum punya banyak waktu
karena sibuk dengan urusan pribadi misalnya menurus suami dan anak.
Hambatan lainnya itu ada beberapa perempuan yang memang tidak izinkan
oleh keluarga. Upaya untuk mengatasinya diantaranya dengan menjelaskan,
memahamkan kepada perempuan itu sendiri bahwa peran perempuan sangat

dibutuhkan, untuk berkontribusi bagi kemajuan Negara.

: Bagaimana PKS memandang kewajiban-kewajiban politik perempuan?

Kewajibannya tentu harus dijalankan secara profesional dengan posisi
masing-masing. Perempuan harus mampu menjadi representasi rakyat dengan
mampu melakukan advokasi tentang perempuan itu sendiri, serta
menyuarakan kepentingan perempuan. Karena kenyataannya belum tentu
perempuan itu memperjuangkan kepentingan kaumnya. Maka dari itu,
kewajiban perempuan dalam politik ya mampu menjalakan representasi

memperjuangkan kepentingan perempuan.

. Bagiamana konsep dan program parpol ini terhadap hak-hak politik
perempuan tentang partisipasi perempuan dalam politik?

: PKS sangat giat melakukan pelatihan-pelatihan untuk penyadaraan aktifasi
agara perempuan berdaya di bidang/ di semua lini bidang kehidupan. Secara
khusus bidang-bidang khusus untuk mengalokasi/ mengadvokasi bidang
politik yang kemudian mempunyai proses kaderisasi perempuan dalam
jabatan-jabatan publik, yakni proses-proses seperti sekolah kepemimpinan,
tentunya melibatkan komponen perempuan, ada proses kaderisasi. Ada pula
sekolah kepemimpinan partai dan perempuan diikut sertakan. Ada juga
sekolah politik partai, untuk menyiapkan perempuan sebelum menjadi

pemimpin publik. PKS mengadakan pengajian rutin yang dilakukan oleh
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partai, dengan pengajian, karena partai dakwah. Kami juga melakukan
pelatihan keluarga harmonis dan pelatihan kepemimpinan perempuan. Kami
juga menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan harapan
bagi perempuan yang dilatih agar berdaya. Perempuan agar melakukan

perubahan ke arah yang lebih baik.

: Apa saja program pengkaderan kader perempuan di PKS?

Adanya program pembelajaran sekolah politik bagi perempuan, yakni
perempuan difasilitasi melalui pembelajaran politik bagi perempuan, termasuk
memfasilitasi perempuan-perempuan yang memang mau dakwah lewat politik,
kebutuhan yang diperlukan diadakan. Program Pos Wanita Keadilan, program
politik dan perempuan, partisipaso perempuan dalam politik proses

peningkatan kapasitas politik perempuan.

: Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi PKS dalam pengkaderan
Perempuan? Apa saja upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan
tersebut?

: PKS selama ini tidak ada hambatan yang berarti, dalam artian relatif tidak
ada hambatan. Semua itu memang berawal dari kesadaraan PKS untuk
berkiprah dalam mendukung perempuan untuk berpolitik. Dari kami sendiri,
upaya untuk mengatasi tantangan hambatan dengan melakukan musyawarah

melalui mekanisme tetringgi PKS.

: Bagaimana tanggapan PKS terhadap pengakaderan perempuan yang ada
selama ini?

: PKS merasa cukup baik, PKS menyiapkan kader perempuan baik dari segi
integritasnya, dari segi kapasitas dan kompetensinya, sehingga didorong untuk
mempunyai peran-peran publik yang signifikan di semua bidang. PKS
melihat, tidak hanya dari sisi intelektual pemimpin, namun juga ke sosial

ekonomi dan pendidikan.

: Bagaimana pelaksanaan sumber daya perempuan di PKS?
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: Mekanisme pengakaderan meliputi tahap-tahapan dari bawah sampai atas.
Selain itu, ada proses tarbiyah yang dilakukan setiap pekan yang dilaksanakan
dari ranting sampai pusat dan mewajibkan bisa baca al-Qur’an, paham ke
Islaman. Kami juga ada program TOP, yakni Training Orientasi Partai yang
menjadi pintu masuk partai, dan ada pula TRP, yakni Training Rutin Partai

yang dilakukan dari ranting.

: Apa sumbangsih program pengakaderan perempuan di PKS terhadap
masyarakat dan politik di Indonesia?

. Sumbangsinya diantaranya perempuan PKS bisa berperan di masyarakat
serta memberikan pendampingan masyarakat yang membutuhkan. Dengan
demikian perempuan juga dapat berkontribusi di masyarakat setempat. Selain

itu, sumbangsih lainnya adalah terbentuknya ketahanan kelauarga.

: Bagaimana sejarah pendirian PPP?

Pasca pemilu 1971, pemerintah Orba membuat kebijakan untuk
meyederhanakan sistem kepartaian menjadi 3 partai nasional dan yang berasas
Islam haru terwujud dalam 1 partai. Kebijakan ini kemudian menjadi
perundingan yang intensif antara empat partai Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII,
dan Perti. Kemudian, tepat tanggal 5 Januari 1973, tercapai kesepekatan untuk
melakukan fusi keempat partai tersebut dalam satu partai, yaitu Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlandaskan Islam Aswaja.

: Apa Visi dan Misi PPP?
:Dalam misi dan visi didirikannya PPP di sini ada visi umum dan ada visi
khusus, demikian juga misinya, ada misi umum dan khusus. Adapun visi
umumnya adalah menjadikan PPP sebagai partai yang dapat menengakkan
keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa,
sedangkan visi khususnya menjadikan PPP sebagai partai yang berpengaruh
secara politis maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang
madani. Kenudian yang menjadi misi umumnya adalah menyebarluaskan
Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai pusat-pusat perubahan
masyarakat. Misi khususnya adalah meningkatkan kualitas kader, solidaritas

struktur dan dinamika partai Islam, menyiapkan seluruh pernagkat yang



Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Penulis

Narasumber

Xl

diperlukan untuk sukses dalam melayani dan memimpin bangsa,
meningkatkan Kkinerja citra ppp agar pengaruhnya semakin kuat dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

: Bagaimana PPP ini memandang hak-hak politik perempuan?

:.PPP menempatkan harkat perempuan dan laki-laki sama dengan pemenuhan
hak politik. Karena itu, PP memandang bahwa UU tentang kuota 30% harus
dilaksanakan, sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang
yang sama. Tidak ada negatif, sangat posistif, PPP menghargai hakikat politik

perempuan, dan sangat mendukung perempuan untuk masuk dalam politik.

: Bagaimana pandangan PPP tentang hak memberikan suara dan aktif pada
setiap pemeilihan bagi perempuan.

: PPP melihat tidak ada masalah bagi perempuan untuk mendapatkan haknya
baik untuk memilih maupun dipilih dalam setiap pemilu. Karena itu, PPP
sudah memberi ruang dan tempat kepada perempuan karena pada saat

rekrutmen caleg pun juga melibatkan perempuan.

: Bagaimana pandangan PPP tentang hak perempuan untuk memilih dan
dipilih pada setiap pemilihan?

.. Pandangan PPP sangat mendukung perempuan untuk memilih dan dipilih
saat setiap pemilihan, terbukti saat pencalegaan kuota 30% sehinggaterpilih di
parlemen, dengan dukungan partai. Laki-laki dan perempuan bersaing bebas

untuk mencari suara.

: Bagaimana pandangan PPP tentang hak perempuan untuk memangku jabatan
publik dan menjalankan fungsinya?

: Bagi PPP sebenarnya tidak ada masalah jika perempuan memangku jabatan
publik, bahkan PPP juga mengusung perempuan dalam pimpinan publik,
diantaranya dengan mengusung calon Bupati Bantul, dan Wakil Bupati
Bantul. Tidak ada masalah jika jabatan publik dipegang perempuan, karena
pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang lebih, misalnya perempuan

dikenal punya kehatia-hatian yang tinggi. Oleh karena itu, perempuan pun
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punya hak yang sama, jadi tidak ada diskreditasi bagi perempuan yang ingin

terjun dalam politik praktis.

: Apa saja faktor yang menjadi pendukung terhadap hak-hak perempuan dalam
politik?
: Perempuan memiliki sikap yang telaten, dan memiliki sifat yang mudah

diterima laki-laki dan perempuan itu sendiri.

. Apa saja faktor yang menjadi penghambat terhadap hak-hak perempuan
dalam politik?

Faktor penghambat berasal dari diri perempuan itu sendiri. Selain itu,
perempuan secara biologis juga berbeda dari laki-laki. Selain itu, perempuan
juga tidak bisa mandiri seperti apa yang bisa dilakukan oleh laku-laki.
Penghambat pada dirinyan sendiri, tidak mau terjun dalam kancah
perpolitikan, tidak ada dorongan keluarga dengan alasan perempuan yang
melakukan pekerjaan 24 jam. Hambatan lainnya itu perempuan itu sendiri
tidak mau maju. Sedangkan penghambat lainnya adalah faktor lingkungan,

karena selama ini perempuan terbiasa pasif.

: Bagiamana konsep dan program parpol ini terhadap hak-hak politik
perempuan tentang partisipasi perempuan dalam politik?

: Kaderisasi dilakukan secara formal melalui wanita Persatuan Pembangunan
(WPP), sedangkan PPP juga melakukan rekrutmen informal yang dilakukan
oleh pengurus partai untuk menjaring perempuan-perempuan yang potensial
untuk bisa masuk ke dalam kepengurusan partai, ada saluran melalui WPP,
ada melalui rekrutmen oleh partai untuk dikader/ditempatkan untuk menjadi
pengurus partai politik. Secara reguler, program dalam PPP juga memberikan
prhatian khusus pada kaum perempuan. Sebagai contoh, adanya koperasi
perempuan, dalam rangka untuk mengembangkan jaringan-jaringan terhadap
perempuan. Saluran ini dicari untuk mencari kader-kader perempuan yang

tertarik pada partai.
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- Apa saja program pengkaderan kader perempuan di PPP?
Programnya mencakup program peningkatan keterampilan-keterampilan
perempuan, menyelenggarakan seminat, serasehan serta terjun langsung

politik praktis.

: Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi PPP dalam pengkaderan
Perempuan? Apa saja upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan
tersebut?

Hambatan yang terbesar adanya mainstream bahwa politik itu idendtik
dengan laki-laki, dunia politik didominasi oleh laki-laki. Hal ini kadang masih
menjadi hambatan bagi perempuan untuk nyaman meniti karier politiknya di
PPP. Kondisi ini merupakan suatu yang tidak bisa dibantah. Hambatan
selanjutnya tidak banyak perempuan yang tertarik dengan politik terutama
kaum muslimah, yang basis PPP adalah muslimah. Upaya untuk mengatasi
tantangan dan hambatan tentu berusaha memecahkannya, perbanyak
silaturahmi banyak mengajak, tak bosan-bosan, pendekatan pribadi, bersedia
menjemput agar bisa aktif, serta diberikan kegiatan ringan-ringan. Terus
berkampanye, terus PPP menyakinkan ke masyarakat luas dan juga perempuan

bahwa PPP memberikan peluang yang sama, hak yang sama.

: Bagaimana tanggapan PPP terhadap pengakaderan perempuan yang ada
selama ini?

PPP menyadari/PPP melihat kurang melakukan kaderisasi terhadap
perempuan, dan juga membuka pintu utama saluran politisi perempuan.
Karena itu, pengkaderan belum bisa dikatakan belum maksimal. Hanya
mungkin perlu dioptimalkan. Contohnya dengan memperkuat pengakaderan

secara optimal.

: Bagaimana pelaksanaan sumber daya perempuan di PPP?

: Melalui kaderisasi jelas dilakuak, agar politisi-politisi atau calon politisi dari
partai PPP itu punya skill yang memadai. Karena itu, PPP juga melakukan
rekrutrmen kader-kader perempuan untuk menyalaraskan antara hak politik
perempuan tugas tanggungjawab partai. PPP juga mengadakan kegiatan-

kegiatan diskusi politik perempuan, mengangkat isu tentang politisi
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perempuan, itu semua kami lakukan agar perempuan juga aktif di
panggung/organisasi dan punya pengalaman yang memadai untuk terjun

berpolitik.

Penulis : Apa sumbangsih program pengakaderan perempuan di PPP

terhadap masyarakat dan politik di Indonesia?

Narasumber : Sumbangsihnya terhadap masyarakat luas dapat melalui mekanisme partai,
melalui mekanisme kedewanan dan juga bisa dilakukan dengan keormasan.
Mekanisme kepartaian, yakni telah memberikan pencerahan tentang hak-hak
perempuan baik hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari perempuan
maupun hak-hak pilitik. Mekanisme kedewanan, yakni perempuan punya hak-
hak mengakomodi suara-suara konsisten. Mereka tuangkan menjadi sebuah
kebijakan Pemerintah daerah. Mekanisme Keormasan, yakni lahirnya politisi
perempuan yang berasal dari unit-unit sosial keormasan masing-masing dari
NU ke NU, ke Muhammadiyah kembali ke Muhammadiyah untuk mencari/

memberikan pencerahan.
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